ABSTRAK

Produksi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terus bertambah besar tidak
hanya di negara maju namun juga di negara berkembang termasuk di Indonesia.
Untuk menyikapi hal tersebut lingkungan hidup diatur didalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPPLH). Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan,
pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan
pengendalian lingkungan hidup. Penelitian ini hendak mengkaji tentang Perizinan
usaha, pengelolaan limbah B3 di Indonesia, Pertimbangan Majelis Hakim pada
Putusan Nomor 266 PK/Pid.Sus/2019, terkait tindak pidana pengelolaan limbah B3
tanpaizin dan Pandangan Islam terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan limbah
B3 tanpa izin studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pid.Sus/2019.
Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin
dalam Hukum Pidana Islam tindakan yang diperbuat oleh Terdakwa yang
membuang limbah dan mengarah kearah perbuatan jarimah. Diketahui bahwa
sanksi untuk jarimah diketahui ada 3 yaitu hudud, ghisos, dan ta zir. Sanksi yang
tepat untuk penelitian ini ialah ke jarimah ta zir. Jenis penelitian ini menggunakan
metode hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: Harus
terpenuhinya unsur-unsur delik, maka dapat dikatakan sebagai penetapan tindak
pidana pengolahan limbah B3 pada terdakwa melakukan perbuatan yang bersifat
melawan hukum, dengan dianggap mampu bertanggung jawab, maka seseorang
dapat dibebankan pertanggung jawaban, dalam Islam seseorang tidak
diperbolehkan melakukan pengelolaan limbah b3 tanpa izin.
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